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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

PUTUSAN 

Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Kdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 07 Agustus 

2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di 

XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi 

Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 September 1997, 

agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di  XX, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan 

Selatan, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 

Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan 

pada tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 

387/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal  02 

September 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 02 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2022/PA.Kdg 

September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi 

Kalimantan Selatan; 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut  sampai berpisah Penggugat 

dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 

004 RW. 002, Desa Amawang Kiri, Kecamatan Kandangan, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 

tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan 

Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak 

dikaruniai anak; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan 

harmonis, akan tetapi sejak April 2022 mulai tidak rukun, disebabkan 

a. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak 

meskipun Tergugat bekerja dikarenakan penghasilan Tergugat tidak 

untuk kepentingan nafkah isterinya melainkan untuk kepentingan 

pribadi Tergugat; 

b. Tergugat bersifat acuh tak acuh kepada Penggugat, yakni ketika 

Penggugat sedang dalam kondisi sakit yaitu sakit paru-paru, 

Penggugat perlu bantuan dari Tergugat dalam aktivitas sehari-hari 

akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya atau dengan kata lain 

tidak perduli sama sekali dengan kondisi Penggugat, sehingga 

membuat Penggugat merasa sakit hati sebagai dan tak dihargai 

sebagai isteri; 

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Juli 2022 disebabkan Ketika 

Penggugat berada di  kediaman orang tua Penggugat untuk 

mendapatkan bantuan dalam proses penyembuhan Penggugat 

dikarenakan Tergugat acuh tak acuh dengan kondisi Penggugat, maka 

mengakibatkan Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan sifat 

Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pertengkaran dan Perselisihan. Setelah kejadian tersebut  sekarang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 

sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan 

Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan sampai dengan 

sekarang; 

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah  berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai 

pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup 

sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat 

Keterangan Tidak Mampu nomor : 401/326/SKTM/KD-ML/X/2022 

tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Malilingin 

Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; 

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan 

pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak 

dapat diwujudkan, oleh karena itu  Penggugat berkesimpulan ingin 

bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku; 

 

SUBSIDER 

 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 

relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan beracara secara 

cuma-cuma kemudian Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan sela Nomor 

387/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang selengkapnya tertuang didalam berita acara 

sidang; 

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati 

Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat 

dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat 

tidak dapat didengar jawabannya; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 02 September 2019 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah 

dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta 

distempel pos kemudian oleh Hakim diberi kode P.1; 

2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 

401/326/SKTM/KD-ML/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan 

oleh kepala Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi 

meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh Hakim diberi kode 

P.2; 

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi 

keluarga/orang dekat yaitu : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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1. Saksi 1, XX, di  bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

➢ Bahwa saksi adalah Paman Penggugat sehingga kenal dengan 

Penggugat dan Tergugat; 

➢ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah 

yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak; 

➢ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

➢ Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut 

disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada 

Penggugat dan Tergugat tidak bersedia mengurus Penggugat padahal 

Penggugat sedang sakit paru-paru, hal tersebut saksi ketahui dari kisah 

Penggugat saja; 

➢ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan 

Tergugat telah pisah kediaman sejak tiga bulan lalu; 

➢ Bahwa setelah berpisah sejak tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat 

tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan 

kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri; 

➢ Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya 

namun tidak berhasil; 

2. Saksi 2, XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

➢ Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat sehingga kenal dengan 

Penggugat dan Tergugat; 

➢ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah 

menikah sekitar satu tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak; 

➢ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

➢ Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut 

disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penggugat dan Tergugat juga tidak bersedia merawat Penggugat yang 

sedang sakit paru-paru, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat; 

➢ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan 

Tergugat telah pisah kediaman sejak lebih dari tiga bulan lalu; 

➢ Bahwa setelah berpisah kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada 

komunikasi lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya 

sebagai suami isteri; 

➢ Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan 

mendamaikan keduanya namun tidak berhasil; 

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut 

Penggugat menyatakan tidak keberatan; 

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon 

putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas ; 

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat untuk 

menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf 

(a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pemanggilan 

terhadap Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan 

Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek sesuai dengan 

ketentuan pasal 149 Ayat (1) RB.g; 

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan 

akta Nikah, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, didalam akta 

tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan 

Tergugat. Dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil 

dan materil suatu akta otentik, juga kekuatan pembuktiannya bersifat 

sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karena itu 

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan 

hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing 

Penggugat dan Tergugat memiliki persona standi in judicio untuk bertindak 

sebagai pihak dalam perkara in casu; 

Menimbang bahwa alat bukti P.2 merupakan surat keterangan tidak 

mampu sehingga berdasarkan alat buti tersebut maka terbukti Penggugat 

merupakan orang yang belum mampu mebayar biaya perkara ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah 

mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat 

terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat 

dalam posita gugatannya; 

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan bukti-bukti di persidangan, 

akibat pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama itu mereka sudah 

tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang 

didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil -dalil Penggugat 

menjadi fakta yang telah terungkap didalam persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis lagi dan tidak ada rasa tenteram yang seharusnya diciptakan 

bersama. Maka, jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi 

jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya 

merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (broken 

Disclaimer
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marriage). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang 

kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan 

rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan 

yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 

dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. 

dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21: 

تِهِٓۦۡوَمِنۡ  ۡۡۡءَايََٰ ۡۡلكَمُۡۡۡخَلَقَۡۡأنَ  ن  جٗاۡۡأنَفسُِكمُۡ ۡم ِ وََٰ كنُوُٓاۡ ۡۡأزَ  هَاۡۡل تِسَ  ليَ  نكَمُۡۡوَجَعَلَۡۡإِ وَدَّةٗۡۡبيَ  مَة ۡ ۡمَّ ۡۡنَّۡإِۡۡوَرَح 

لِكَۡۡۡفيِ تۡ ۡذََٰ مۡ ۡۡلََيََٰٓ  ٢١ۡۡۡۡيتََفكََّرُونَۡۡۡل ِقوَ 

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari  jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21) 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat kepada Pengadilan Agama Kandangan, artinya Penggugat 

menghendaki adanya perceraian diantara keduanya, kemudian antara 

Penggugat dan Tergugat sudah saling benci sehingga Hakim dapat 

menjatuhkan cerai kepada keduanya sesuai dengan kaidah didalam kitab Ath 

Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40: 

 الموجبة البغضاء وعروض الَخلاق تباين عند إلىالخلاص الحاجة سببه إن

ۡحدودالله إقامة عدم
 

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah 

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi 

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang 

mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah; 

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan 

oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perkawinanjo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan 

sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam 

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Hakim 

berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan 

dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da al-dukhul) dan belum 

pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan 

berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak 

yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun 

berdasarkan putusan sela Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Kdg maka Penggugat 

dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo); 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sayuti bin Maslan) 

terhadap Penggugat (Faridah binti Hamdi); 

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; 

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 

Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh 

Sulaiman Laitsi, S.H.I., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan 

pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum 
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oleh Hakim didampingi Lini Normiati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti 

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 

Hakim, 

 

 

Sulaiman Laitsi, S.H.I. 

Panitera Pengganti, 

 

 

Lini Normiati, S.Ag., 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 0,00 

-  Proses : Rp 0,00 

-  Panggilan : Rp 0,00 

-  Redaksi : Rp 0,00 

-  Meterai : Rp 0,00 

J u m l a h : Rp 0,00 

(Nol rupiah) 
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